Menimbang

Mengingat

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
( BNPB)

PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR +~/ TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, agar pengelolaan dan penatausahaan
persediaan dapat dilaksanakan secara tertib dan konsisten,
maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
tentang Pedoman Akuntansi Persediaan di Lingkungan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

: 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomo 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4286) ;

3. UndangUndang Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355

4. UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan  Bencana {(Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 4723;




Menetapkan

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peratwran Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007
tentang OSistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN

BENCANA TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

DI

LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN

BENCANA (BNPB);

Pasal 1

Pedoman Akuntansi Persediaan di Lingkungan BNPB merupakan acuan bagi Unit Kerja
dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan persediaan agar memiliki persepsi
yang sama sehingga tercipta keseragaman dalam penatausahaan persediaan.

Pasal 2

Pedoman Akuntansi Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah
seperti tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
_Peraturanini.




Pasal 3
Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan

diatur kemudian oleh Sekretariat Utama selaku Unit Akuntanst Pengguna Anggaran
Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Jaouaei 200

KEPALA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

A\t~

ﬂ/ DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.




Latar Belakang

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMCR : ¢ TAHUN 2010
TANGGAL : 12 Januarr 2010

BAB I
PENDAHULUAN

UU No. 1 Tahun 2004 pasal 44 menyatakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang

berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari aset pemerintah yang
berwujud. Barang Milik Negara dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan

aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan,

dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 {dua belas) bulan sejak

tanggal pelaporan. BMN yang masuk dalam kategori aset lancar adalah

persediaan,

Menurut PSAP Nomor 05 disebutkan bahwa persediaan mencakup barang atau
perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis
pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan
dan pipa. dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) selama ini

pengadaan barang yang di antaranya berupa barang persediaan dilaksanakan oleh

masing-masing Unit Eselon [, baik untuk keperluan Pra Bencana, Saat Tanggap

Darurat dan Pasca Bencana.

Mengingat hal tersebut diatas dan untuk tertib administrasi, maka perlta dibuat
Pedoman tentang Akuntansi Persediaan di lingkungan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) agar terwujud keseragaman dalam pencatatan

dan pelaporannya.

-



B.

Maksud dan Tujuan
1.  Maksud

Sebagai petunjuk  operasional bagi Unit Kerja dalam melaksanakan
pencatatan dan pelaporan persediaan agar Laporan Keuangan BNBP dapat
diselesaikan secara tepat waktu, transparan dan akurat serta dapat
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku (akuntabel).

2. Tujuan

a.  Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang jenis,
volume, dan nilai persediaan yang terdapat di lingkungan BNPB;

b.  Mengamankan setiap transaksi persediaan melalui pencatatan,
penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan transaksi persediaan
yang tertib dan konsisten;

¢.  Mendukung penyelenggaraan SAlI yang menghasilkan informasi
persediaan sebagai dasar pertanggungiawaban dan pengambilan
keputusan Pimpinan BNPB.

Ruang Lingkup

Pedoman Akuntansi Persediaan ini berlaku untuk seluruh unit kerja
di lingkungan BNPB yang mengelola persediaan.

Pengertian

Eeg

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN
adalah rencana kevangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.




Entitas Akuntansi adalah unit kerja pemerintah setingkat Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit kerja pemerintah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
posisi  keuangan dan operasi keuangan pada  Kementerian
Negara/L.embaga.

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang
selanjutnya disingkat SIMAK-BMN, adalah subsistem dari SAI yang
merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk
mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk
penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya
sesual ketentuan yang berlaku,

Satuan Kerja adalah kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang
merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian
negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu

program. .

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara adalah subsistem dari SAl yang
merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk
mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk
penyusunan neraca dan Laporan BMN serta laporan manajerial lainnya
sesuai ketentuan yang berlaku. .

Unit Akuntans! Instansi adalzh unit organisasi kementerian negara/lembaga
yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan
pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan
Unit Akuntansi Barang.

)




10.

1L

12.

13.

14,

I5.

16,

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut
UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi
dan pelaporan tingkat satuan kerja.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPE,
adalah satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang
mengurus dan atau menggunakan BMN,

Unit Akuntansi Pembanty Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut
UAPPB-W, adalah unit akantansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja
lain  yang ditetapkan sebagai UAPPBW dan melakukan kegiatan
penggabungan Laporan BMN dari UAKPB, penanggungjawabnya adalah
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebaga
UAPPB-W,

Unit Kerja adalah Sekretariat Utama, Kedeputian, Inspektorat Utama serta
PusatPusat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008
tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana,

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB
adalah Lembaga Pemerintah Nop Departemen sebagaimana dimaksud
dalam UndangUndang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana.

Unit Akuntansi Pembantuy Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya
disebut UAPPBEI, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat eselon I yang
melakukan kegiatan Hpenggabungan Laporan BMN dari UAPPB-W. dan
UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang penanggungjawabnya
adalah pejabat eselon |,

Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAPB, adalah
unit akuntansi BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang
melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN dari UAPPBE], yang
penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.




Sistematika

Sistematika Pedoman Akuntansi Persediaan meliputi :

BAB I

BAB I

BAB 1IT

BAB IV

BABV

PENDAHULUAN yang memuat tentang latar belakang, maksud dan
tujuan, ruang lingkup, pengertian, dan sistematika.

ADMINISTRAST ~ PENGELOLAAN  PERSEDIAAN yang  meliputi
Penatausahaan dan Pencatatan Persediaan, serta Formulir-Formulir yang
Digunakan.

AKUNTANST PENGELOLAAN PERSEDIAAN vyang meliputi Kebijakan
Akuntansi, Siklus Akuntansi Persediaan, dan Proses Akuntansi,

PELAPORAN PERSEDIAAN yang memuat Penyajlan dalam Neraca, dan
Pengungkapan dalam Cal X,

PENUTUP




BAB II
ADMINISTRASI PENGELOLAAN PERSEDIAAN

A, Penatausahaan dan Pencatatan Persediaan

L.

Penatausahaan persediaan dilaksanakan oleh UAXKPB di masingmasing
Unit Eselon I sesuai dengan PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintzh Pusat serta mengacu
kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor
18/KMK.018/1999 tentang Kodefikas: Barang Milik Negara.

Persediaan dicatat dalam Buku Persediaan (dalam bentuk kartu) untuk
setiap jenis barang, Berdasarkan saldo per jenis persediaan pada Buku
Persediaan disusun Laporan Persediaan.

Laporan Persediaan disusun menurut Subkelompok Barang dan dilaporkan
setiap semester. Laporan Persediaan dibuat didasarkan pada saldo pada
akhir periode pelaporan berdasarkan hasil opname fisik.

Laporan Persediaan dari masing2 UAKPB (Unit Eselon I) dikirimkan ke
UAPB di Sekretariat Utama, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan
kompilasi menjadi Laporan Persediaan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.

UAKPB membuat mapping data persediaan berdasarkan Laporan Persediaan
dan harga pembelian terakhir yang dipercleh dari UAKPA. Penyajian
perkiraan persediaan dalam Neraca didasarkan pada hasil proses mapping
[asifikasi BMN sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor
18/KMK.018/1999 dengan perkiraan buku besar neraca.

B.  Formulir-Formulir yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan pencatatan persediaan adalah
isebagai berikut : '

d.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar {SPM) dan
dokumen pendukung lainnya (Faktur, Kuitansi, Kontrak/SPX, Berita Acara
Serah Terima);

Buku Persediaan. - e




Dari  pencatatan persediaan dimaksud nantinya menghasilkan: Laporan

Persediaan: dan Laporan Hasil Mapping seperti pada lampiran [,

UAPPB-W %1

UAPEB e
UAPPB-E1 .. 1.

Nomor Kartu (4}
Halaman DRy
BUKU PERSEDIAAN

Kode sub-sub kelompok : _(8a)

UAKPB il Janjs Barang {1 ) I
KODEUAKPB 7). Satuan D80
[ No. Harca Bel, Saldo |
Tg! H?rglarﬁetli. Keluar Faraf
Uru peraleh Jurlab | Nilai
(10 | 1 12 {13 {147 (15 {15 T Lo
) t
—— —— e e 7




PETUNUJUK PENGISIAN BUKU PERSEDIAAN

No. URAIAN PENGISIAN

t. | UAPB Diisi dengan nama UAPB

2. | UAPPR-E1 Diisl dengan nama UAPPE E1

3. | UAPFB-W Diisi dengan nama JAPPE-W

4. | Nomar Kartu Diisi dengan nomaor kariu

5. 1 Halaman Cist dengan noimor halaman

6. | UAKPE Diisi dengan nama UAKPB

7. | KODE UAKPE Duist dengan kode UAKPB

fa | Kode Sub-sub kelompok Giisi sesuai dengan KMK 18 untuk jenris harang (8}

8.h 1 Jenis Barang Diis dengan jenis {tem] Persediaan

% | Satuan sl dengan satuan barang

10, 1 No Ut Diis dengan somar urut penicatatan

11, 1 Tal Diisi dengan tanggal ransaks

12 | Usaian Dusi dengan Nama Pemasok atas Unit Pemakat

13, | Masux [iisi dengan jumiah satuan barang persediaan yang
MASUK

14. | Harga BeliPersichan Diist dengan karga barang persatuan vang masuk

15, | Kelsar Diist dengar jumiah saluan barang persediaan yang
Kedlar

16. | Saldo Jumialr Diis dengan jumlan saldo barang persediaan

17, | Saldo Niat Disi dengan nilal barang persediaan yaituy saldo
parsediaan dikalikas dengan harga baldperolehan
terakhir

ta. | Paraf D=t densan panf dan nama pelugas yang mengelola

baran dinan




UAPE {1}
UAPPB-E1 {2}
UAPPB-W . {3

LAPORAN PERSEDIAAN

Semestar: (4]

Tahunr Anggaran: (5.

i

UAKPE 210
KODE UAKPE S T
Subketompok Barang Bitai
Fer . (8}
Kode Nama

{4

{10}

{11)

Jurnlah

Keterangan:

1. Persediman sendzsi Rp ... {13).... dalam kondisi rysak,
2 Persedinan senifai Rp ... (14} dalam kondis usang.
- A758)... . .
Mengetahu, Petugas Pengeloia Persedizan
Penangqunglawab LAKRB
Kepala (161
Nama DL Nama (17}
NIF {16 NIF ! (17).




PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERSEDIAAN
No. | URAIAN FENGISIAN
1. JAPE Uit dengan nama dan kode UAPB
2. UAPPE-ET Uiis dengan nama dan kode UAPPE-E1
K3 UAPPR-W Oiisi dengan nama dan kode UAPFBW
4. Sermestar Qiist dengan semester yang dilaporkan
5. Tahunh Anggaran Diisi dengan tahun anggaran yang dilaperkan
8. LIAKPR Diisidengan nama UAKPB
7 KODE UAKFE [iisi dengan kode UAKPE
8. Nilai Per tanggal Diisi dengan tanggal akhir dai suatu semester
& Kode Subkelompok Barang | Diisi dengan subkelompok barang
T8 | Nama Subkelompok Barang | Diisi dengan uraian bidang barang
Tt | Niai Dusi dengan nilai persediaan
12, | Jwrlah Uiis dengan jumiah pada kolom 3
13, | Persediaan  dalam  kondist | Diisi dengan total nilai persediaan vang rondisinya
TLSaK rusak
14. | Persediaar dalam  kondisi | Diisi dengan total nilai parsedinan vang kondisinya
Usang usang i
15, | Tempat dan tangga Dilst dengan tempat dan tanggal pembuatan laporas
16, | Penanggungjawab UAKPE 1 Diisl dengan nama, NIP dan tanda tangan pengelola
persediaan
17. | Petugas Pengeiola st dengar abatan, nama, NIF dan tanda tangan
Persediaan penanggungiawal UAKPE
t I

i




UAPB R

UAPPB-E1 . (%

UAPFB-W . {3 .

HASIL MAPPING
Semester: {4}
Tahun Anggaran: . /a}
UAKPB (B
KODEUAKPB . 7).
Klasifikasi Manurut _
i o Bagan Perkiraan Standar SABMN
5K Menkeu No_ 134K 0181999
Kode .
Uraian Jumiah Kode sd_a_np Jumlah
Barang Ferkiraan
8) 9 ahy (1) (12) (13)
Jumlah {14} Jimiah {14y
{15,
tengetahui, Petugas Pengeloia Persediaan
Fenanggungjawab LUAKPB
Kepala _f76)..
! !

Naria CTE MNama - {17)...

NIF DB MIP T

- ST




PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL MAPPING

MNa., URAIAN PENGISIAN

1. | UAPE Diisi dengan nama UAPE

2. | UARFB-E1 Uhiisi dengan nama BAPPEB.EY

a3 | UAPRBW Diisl dengan nama UAPPE W

4. | Semestar Diisi dengan semaster vang dilaporkan

L. | Tahun Anggaran Diisi dengan tahun anggaran yang dilaporkan

& 1UAKFB Dusi dengan nama UAKPB

7. | KODE UAKPE Oiisl dengan kode LAKPE

8. | Kode Barang Diisi dengan kode barang {sd. Sub kelompok)

Diis1 berdasarkan buku persediaan
& | Uraian Barang Ulisi dengan uraian harang
0| dumidah Diisi berdasarkan jumlah dari buku persediaan sesuai
gengan kiasifikasi sub-sub kelempok.

11 | Kode Barang Disi dengan sode barang

12, | Uraian Barang Diisi dengan uraian barang

13 | Jumiah Ciisi dengar jumiah barang

T4, | Jurnlah Diisi dengan jumiah pada kalom 10 dan kolom 12
15, | Tempat dan tanggal Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan
16, Penanggung jawab UAKPE | Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pengelcda

3 persediaan i
17, | Pelugas Pengelola Diisi dengan jabatan. nama. NIF dan tanda tangan
Persediaan penangaunyg mwab UAKPE

Contoh petunjuk pengisian dan bentuk Buku Persediaan, Laporan Persediaan,
dan Laporan Hasil Mapping.

Buku Persediaan

a.  Buku Persediaan dibuat dalam bentuk kartu untuk setiap jenis (item)

~ barang, Pada setiap buku persediaan dicantumkan kode dan uraian sub-sub

kelompok barang. untuk barang.yang dapat diklasifikasikan sesuai.SK
Menkeu nomor 18/KMK.018/1999;

i2




Buku persediaan diisi setiap ada mutasi barang persediaan, seperti
pembelian, hibah dan mutasi penggunaan barang persediaan;

Setiap akhir thun perlu diadakan inventarisasi persediaan untuk
menentukan Kkuantitas dari setiap item persediaan dan selanjutnya buku
persediaan disesuaikan berdasarkan hasil inventarisasi tersebut;

Buku Persediaan dikelola oleh petugas yang menangani persediaan.

Laporan Persediaan

a,

Laporan Persediaan dibuat setiap akhir semester pada suatu periode
akuntansi untuk melaporkan nilai persediaan pada akhir semester;

Laporan Persediaan clibuat oleh Petugas yang menangani persediaan dan
diketahui oleh penanggung jawab UAKPE;

Laporan Persediaan harus memberikan informasi jumlah persediaan yang
rusak atau usang, Persediaan yang telah usang adalah persediaan yang tidak
dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional bukan hanya karena
usianya tapi juga karena sudah ketinggalan teknologi atau ketidaksesuaian
spesifikasi,

Laporan Hasil Mapping

d,

Laporan Hasil Mapping dibuat setiap akhir semester pada suatu periode
akuntansi setelah membuat Laporan Persediaan.

- -

Laporan Hasil Mapping memberikan informasi jumlah nilai serta kuantitas
persediaan berdasarkan Laporan Persediaan yang disesuaikan menjadi nilai
serta kuantitas persediaan berdasarkan Bagan Perkiraan Standar {PMK
nomor 13/PMK.06/2005).

Laporan Persediaan dibuat oleh Petugas yang menangani persediaan dan
diketahui oleh penanggung jawab UAKPB.




BAB III
ARUNTANS] PENGELOLAAN PERSEDIAAN

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi mencakup pengertian, pengakuan, pengukuran, dan
pengungkapan pos persediaan dalam Laporan Keuangan.

1

Pengertian Persediaan

Secara umum Persediaan adalah merupakan aset yang berwujud yang
meliputi:

&,

Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional pemerintah;

Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses
produksi;

Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat,

Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan
disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis
kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan
barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi:

TH e SR e A0 oW

Barang konsumsi;

Amunisi;

Bahan untuk pemeliharaan;

Suku cadang;

Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;

Pita cukai dan leges:

Bahan baku;

Barang dalam proses/setengah jadi:

Tanah/bangunan untuk dijual atav diserahkan kepada masyarakat.

Hewarr darr tamramarr; untuk dijual atau diserahkan kepadamasyarakat




Persediaan untuk tujuan strategis seperti cadangan energi (misalnya
minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya
beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan. Hewan dan
tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain
berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca,
tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak
kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah, Pada akhir periode
akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola
dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan,
tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:
a.  Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya. lainnya yang secara
langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, Potongan
harga, rabat. dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan
yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai
nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai

dengan biaya perolehan terakhir. '

b.  Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan
persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel
yang dialokasikan secara sistematis. vang terjadi dalam proses
konversi bahan menjadi persediaan,




Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi/rampasan.

d.  Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan
berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan hewan dan
tanaman yang dikembangbiakkan serta persediaan yang diperoleh
dengan cara lainnya seperti donasiframpasan dinilai dengan
menggunakan nilai wajar.

Pengungkapan Persediaan

Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), berupa:

d.

b,

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan
yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau
perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang
disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang
yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat;

Kondisi persediaaz;

Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan,
misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

Sedangkan untuk persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dirmiliki
proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi

dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Siklus Akuntansi Persediaan (Flowchart)

Akuntansi persediaan oleh UAKPB dapat dilakukan secara 'manual atau

menggunakan aplikasi persediaan, maksudnya:

d.

Apabila akuntansi persediaan sudah dilakukan dengan menggunakan
aplikasi persediaan maka jurnal penyesuaian persediaan akan terbentuk
m—gecard -otomatis dari sistem aplikasi persediaan—UAKPB mengirimkan file

data jurnal penyesuaian kepada UAKPA.




b.  Apabila akuntansi persediaan belum menggunakan aplikasi persediaan,
maka jurnal penyesuaian persediaan dibuat dengan menggunakan formulir
jurnal aset (FJA) oleh UAKPA. Selanjutnya UAKPA merekam data persediaan
menggunakan aplikasi SAI tingkat Satuan Kerja.

Untuk UAKPA yang belum menggunakan aplikasi persediaan, pada setiap akhir
semester harus membuat jurnal aset untuk mencatat nilai persediaan
berdasarkan Laporan Persedizaan dan Laporan Hasil Mapping yang diterima
dari UAKPB. Nilai rupiah yang dicantumkan dalam jurnal adalah nilai ruptah
persediaan hasil mapping. Jurnal tersebut direkam melalui Aplikasi SAK
untuk menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca. Hasil mapping disajikan
dalam CalLK.

Setiap semester neraca beserta CaLK dikirimkan kepada unit akuntansi keuangan
level atasnya.

Mekanisme Penatausahaan Persediaan yang berlanjut pada Siklus Akuntansi
Persediaan (flowchat) dapat dilihat pada lampiran 11

MEKANISME PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
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2,

" tercantum pada halaman berikut ini.

KMK Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara

Setelah UAKPB melakukan inventarisasi fisik, hal yang selanjutnya
dilakukan adalah menyesuaikan kode barang persediaan berdasarkan KMK
nomor 1&KMK.018/1999 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara. Kode
barang persediaan yang tercantum dalam KMK nomor 18//KMK.018/1999
dimulai dengan kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub
kelompok, dan kode sub-sub kelompok. Kode barang persediaan dimulai
dengan kode golongan 4 (empat), seperti kode barang persediaan yang

-

Mapping BFS

Setelah kode barang persediaan disesuaikan dengan KMX nomor
18/KMK.018/1999, UAKPB melakukan mapping atas kode barang persediaan
terhadap kode barang sesuai PMK nomor, 13/PMK.06/2005 tentang Bagan
Perkiraan Standar.

UAKPB membuat mapping data persediaan berdasarkan harga pembelian
yang diperoleh dari UAKPA. Hasil mapping tersebut digunakan sebagai
dasar penyajian nilai perkiraan persediaan dalam neraca. Format mapping
BPS tercantum pada halaman berikutnya.
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Kode | Kode Kods Kode Koda Satuan | Uraian Sub Sub
Gal | Bidang | Kelompok Sub SukSub Kelompok
Kelompok | Kelompok

4 01 2 a7 063 Buah |SUKU CADANG ALAT
PANEN

4 0 02 ar 004 Buah | SUEA CADANG ALAT
PENYIIMPANAN HASIL
PERCOBAAN
FERTANIAN

4 i+ 12 ar Qce Buah | SUKU CADANG ALAT
LABORATORIU
FERTANIAN

4 01 G2 07 e Buah | SUKU CADANG ALAT
FROSSESING

i1 02 a7 acy Buzh | SUKL CADANG ALAT

FASKA PANEN

4 1 02 {7 00k Buah | SUKLU CADANG ALAT
PRODUKSI

4 1 02 08 i Buah | SUKU CADANG ALAT
BEMGKEL BERIMESIN

4 09 02 08 o2 Buah | SUKU CADANG ALAT
BENGKEL TIDAK
BERMESIN

4 i1 13 01 01 Buah | ALAT TULIS

4 01 Ga 01 a2 Buah | TINTA TULIS, TINTA
STEMPEL

4 01 03 a1 153 Buah | PENJEPIT KERTAS

4 01 3 01 04 Buah | PENGHAPUSIKOREKTOR

4 01 {3 {01 a5 Buah | BUKUITULIS

4 o 03 01 a0s Buah | ORDMER DAN MAF

4 ik 03 a1 {7 Buah | PEMNGGARIS

4 0 03 1 008 Buah | CUTTER

4 {1 03 {1 Q08 Buah | FITA MESIN KETIK

4 01 03 0% a10 Bush | ALAT PEREKAT

4 01 03 a2 o Buah : KERTAS HVS

4 01 63 {12 002 Buah | BERBAGAI KERTAS

4 {11 L2 0z 003 Buah | KERTAS COVER

4 ar | 02 (04 Buah | AMPLGP j

4 i1 13 {2 G5 Buah | KOP SURAT

4 1 03 03 {07 Buah | TRANSPARANT SHEET

4 01 63 03 g2 Buah | TINTA CETAK

4 01 03 43 o2 Buah | PLAT CETAK

4 01 43 13 155 Buah | STENSIL 55E£T

g i1 i3 03 e Buah | CHENICALBAHAN KIKIA
CETAK

4 1 03 03 s Buah i FILE CETAK

4 0 03 4 051 Buah | CONTINUCUS FORRE

4 {01 03 4 {2 Buat: | CONMPUTER
FILESTEIARAT DISKE™

4 M it 04 a2 Buah | PITA PRINTER

4 {1 13 {04 04 Buah | TINTA/TOMER PRIMTER

4 U1 B 34 a5 Buah | DISKETY
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MAPRING KLASIFIKASI PERSEDIAAN KE PERKIRAAN BUKU BESAR ASET

Klasifikast Menung o .
Bt g ot Bagan Feriiraan Standar SABMN
SK Benkeu No T3KME 0181965
Kode _ . )
Uraian Kode MNama Perkiraan
Barang
4 Persediaan 1151 Persediaan
Ti5H1 Persediaan uniuk Bahan
2010201 | Alal Tulis Kantor ) Operasional
£.01.03.02 | Kertas dan Cover |
4010303 | Bahan Cetak  ——————> | 195111 |  Barang Konsumsi
4(1.03.04 | Bahan Komputer
1010306 | MatListik
4010103 | Bahan Peledak —- ¥y | 115112 Amunist
£.01.03.05 | Perabot #anter | 115113 Bahan uniuk Pemeliharaar
4.01.02.00 | Suke Cadang - 115114 Suku Cadang
Belum diatur datam SK Menkeu 11812 Persediaan untuk djual
NoABKIK 01871559 diserahkan Xepada hMasyaragal
115121 Pila Cural, Meteral dan leges
175122 Tanah dan Bangunan criuk
cijuas atay diserahkan kepada
Fasyarakat
115123 Hewan oan Tanaman uatak
iy atau diserahkan kepada
Masyarakat
401.01.0 Hahian Bargunar: dan Konstruks!
4010102 Bahan Kimig ; 1513 Persediaan Bahan unfuk Proses
4.01.01.04 Bahan Bakar dan Pelumas ey Froduks!
115131 Bahan Baku
- 4.01.01.05 Bahan Baky T
401.01.05 Bahan Kimia Nukir ;
. Selum diadur dafam 3K tdenkau _
No.ISHEK 0181593 115132 Barang dalam Proses
11519 Persediaan Bahan Lalnnya
Belum diatur dalam SK henken 1151%1 Persediaan untuR tufuan trategiss
Ho 16RO 1815599 Deraga-jana
£020100 Hompanen !
4020200 | Py TR S | persedigan Lainnya
£.03.01.00 Komgonen Bekas dan Plpa Bekas -




Jurnal Persediaan

Jurnal adalah pencatatan transaksi pertama kali dimana satu transaksi akan
mempengaruhi dua atau lebih perkiraan, satu sisi sebagai debet dan sisi
lainnya sebagai kredit. Satuan kerja membuat jurnal persediaan agar dapat
menyajikan nilai persediaan dalam neraca.

Bentuk jurnal persediaan sebagai berikut :

No Uraian Debet Kredit

1. Mencatat Nilal awal persediaan
Janis Persediaan Xoex

Cadangan Persediaan HXX

[

hlencatat penambahan nilai persediaan
Jenits Farsedinan Axx

Cadangan FPersediaan R

3 Mercatat pengurangan nilal persediaan
Cadangan Persediaan MR

Jenis Persediaan WK

Jenis-jenis persediaan dalam jurnal standar mengacu kepada Klasifikasi
persediaan sesuai dengan Bagan Perkiraan Standar.

Nilai per jenis persediaan dihitung sebagai berikut:

NP =QP x HP
Dimana:
NP : Nilai per jenis persediaan pada tanggal Neraca

OP : Kuantitas/jumlah persediaan pada tanggal pelaporan (dalam unit)
berdasarkan Laporan Persediaan

HP . Harga pembelian terakhir persédiaan (dalam rupiah per unit)
berdasarkan faktur pembelian

Jurnal persediaan selanjutnya dituangkan dalam formulir jurnal aset (F]4)
sebagai dokumen sumber perekaman data. Bentuk format jurnal aset (FJA)

dan petunjuknya dapat difihardi hatamaiberikut, -
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR JURMAL ASET

M,

URALAN

PENGISIAK

Kementerian Megara!
Lambaga

7

i kade  dan uraige Kementerizn

Mleg

i dengan
araflentaia.

[

3

Esalon|

Liisi cengan kode dan uraian Esaion |

Wilayah

Dzl dangan kode dan uraian wilayahiprosins.

Batuan Kerja

CHisi dengan kodesuraian satuan kana

Mo, Dokuman

JUTTE!

Diisi dengan 1o, dokumen yang  ditetapkan untuk
Fornmuliy Jumal Aset  MNomar Formuhin Jumai Aset
ditetapkan oleh sellap unit akuntanst pembust Formulr
Agat tengan Feng gunahan format
“BABTORHICG dimana BA = kode 2 digit Kenenterizn
Megaratembaga. B = mulan, T = iahun, dan 00000 =
R, Lt

jla!

Tanoos

Dilsd dengan tanggal permablstan izporan skbh

o

HH-82 -T7TT

b Enbhitina

Tahun Anggarah

Diist dengan perinde tahun anggaran yanyg dilaporkan.

FeriodeDBulan

Diisi gehgan pericde fransakst yang cilaporkan.
Contoh ;. 91L01-2001 = d 31-01-2004 Janerari

Keterangan

Diigl dengan pelielasan mengenal ifzt dan fransaks
yang dituat Formulyr Jumal Aset

Jenis Jurmnal Asat

Oiigi dengan 8 pilihan fenis jurmal aset yang sesua

—
o

Ko, Jrut

Diiss dengan no. grut  transaksi dangan rincizn debet

atay kradit

i
12, | Kode Perkirasn Oilisd dendar § fanany) digit uniuk kods perkirasn




Ho LRALAN FENGISIAN
13| Lratan Mama Peskisaan Difzi dengan namia  perkiraan sesuai depgan kode
oarkirasn pada kodom 13
14 | Rupish Giisl dengan jumiah ruoiah yang di-tebet atau di-hredit
Jumilshe kredit dibedakan dan umiah debet dengan
mamasukzan tanda minus {1 di-dapan jumiah kredit snbuk
memungkinkan pengambilan jumial,
12 | Dihuat olady - Diist dengan ngma jelas dan tanda tangan staf vang
Tanggal mamohuat  Formulic Jursal Asel. Tanggal pembualan
Formedir Jurnal Aze! ditulis pada tempat yang disedizkan,
16 | Disetujui olzh Diisl  dangan  nama  jBlas  gan  tandz Bngan
Tanggal peRangaungiawat: vang meneliti dan menyetujui Formelio
Jdural Asel Tangoal penandaignganan Fomulr Jurnad
Aset ditulis gada tempat vang disediakan.
17| Girekam oleh Ditst dengan nama jelas dan tarda tangan shf yang
Tanggal merekam  Formullr Jusmal Asel Tangoal perekaman
Formwilir Jurnal Azet ditislis pada tempat yang disediakan.
- t
!




BAB IV
PELAPORAN PERSEDIAAN

Penyajian Persediaan dalam Neraca

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. § Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Keuangan No. 17i/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN, Sekretariat Utama BNPB selaku entitas pelaporan wajib
menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja.

Laporan Persediaan merupakan bagian dari Laporan Keuangan yang akan
dicantumkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Setiap semester UAKPB membuat Laporan Persediaan beserta data transaksi
serta menyerahkan laporan beserta data transaksi tersebut kepada unit
vertikal di atasnya untuk dikompilasi. UAKPB juga menyerahkan laporan
beserta data transaksi tersebut kepada UAKPA.

Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, UAKPA membuat jurnal
penambahan/pengurangan nilai persediaan. Berdasarkan jurnal tersebut, akun
persediaan disajikan neraca.

Contoh penyajian akun persediaan dalam neraca :

KEWAIBAN LANCAR i}

Uﬁng Muks dan KON
Hetang kepada KLA

ASET LANCAR -

" Kas di Bendaharawan enqel uaran

Kas di Bendaharawan Penerimzan

Fiuang
..oersediaan e ettt e

E%{U!Tﬂs LANC M&

f“gdaﬁf.}aar Plutmf*
Cadangan Persedizan

g U UP R

CEE Rt 2 2 AR AT ol A e I L E L R R TSP e p ey

EKUITAS fi!?f‘u‘ES?ASJP’MJ

" Peralzan dan Mesh

1 " 1
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Pengungkapan Persediaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), berupa :

a.  Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

b.  Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan
yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan
vang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih
dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat:

¢.  Kondisi persediaan;

d.  Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan,
misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

Sedangkan untuk persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki
proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi
dalam pengerjaan (KDP) tidak dimasukkan sebagai persediaan.
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BABV
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan tentang Pedoman Akuntansi
Persediaan di Lingkungan BNPB ini, maka setiap Unit Eselon I telah memiliki
pedoman dalam pencatatan dan pelaporan persediaan yang seragam agar Laporan
Reuangan BNBP dapat diselesaikan secara tepat waktu, transparan dan akurat serta
dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku {akuntabel),

Peraturan ini juga memberi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan khususnya untuk penyajian nilai yang wajar atas persediaan, dan
mengungkapkan jents, volume, kondisi, sumber perolehan dll dari persediaan ke
dalam CalK secara berjenjang di setfap Unit Eselon I selaku entitas akuntansi,
untuk disampaikan  kepada Sekretariat Utama selau entitas pelaporan sesuai
Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEPALA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

At~

j . DR. SYAMSUL MAARIF, M.§i,
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